Ekspektasi Masayarakat

Mandat Isu Strategis

Pelayanan yang mudah, cepat dan
tepat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ([Terbatasnya pengetahuan Kecamatan Kedopok
Tentang Pemerintahan Daerah "Membantu kepala  |Kota Probolinggo terkait dengan proses
daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan administratif kepada masyarakat
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Kurangnya optimalisasi penerapan standar
Tentang Pelayanan Publik pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018
Tentang Kecamatan “Bahwa Kecamatan memiliki tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan"

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo

Rumusan Outcomes

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Wonoasih

Indikator

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)




Outcomes

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Kecamatan Wonoasih

Indikator Ultimate

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Outcome
CSF Indikator Intermediate Outcome

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan Persentase Peningkatan Nilai IKM
CSF1 Kecamatan

Meningkatnya Kejadian Gangguan Keamanan yang Persentase Fasilitasi Gangguan
CSF2 Difasilitasi Keamanan

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan |Persentase Administrasi
CSF3 dilaksanakan sesuai ketentuan
CSF4 CSF 4 Persentase/Nilai/Angka




CSF 1 Kondisi yang diperlukan
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik  [Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan dan Pelayanan Masyarakat yang baik

Kondisi Antara CSF 1

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Masyarakat yang baik

Kondisi yang diperlukan

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Masyarakat yang baik

Kondisi yang diperlukan

Nomenklatur
Program

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat
daerah yang ada di Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Kecamatan

Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan

Indikator
Indikator Intermediate Outcome

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Immediate Outcome

Persentase pelayanan yang dilaksanakan
secara elektronik

Persentase Kelurahan dengan kategori cepat
berkembang

Indikator Output

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pelayanan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan



Nomenklatur Indikator

CSF 2 Kondisi yang diperlukan Program Indikator Intermediate Outcome
Meningkatnya Kejadian Gangguan Keamanan P P I U
g ¥ ) e gg. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban rogra‘m enyelenggaraan Lrusan Persentase Penurunan Gangguan Keamanan
yang Difasilitasi Pemerintahan Umum

Kondisi Antara CSF 2 Kondisi yang diperlukan Kegiatan Indikator Immediate Outcome

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase Gangguan Keamanan yang

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban e
& Y Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah difasilitasi

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kondisi yang diperlukan

Sub Kegiatan Indikator Output

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi,
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan

Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional



CSF 3 Kondisi yang diperlukan
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi
€ Y Y g8 Terwujudnya Capaian Kinerja Kesekretariatan 100%
Kecamatan

Kondisi Antara CSF 3

Terwujudnya Capaian Kinerja Kesekretariatan
100%

Kondisi yang diperlukan

Terwujudnya Capaian Kinerja Kesekretariatan

Kondisi yang diperlukan

Nomenklatur
Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator
Indikator Intermediate Outcome

Persentase Capaian Kinerja Kesekretariatan

Indikator Immediate Outcome

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan
Perangkat Daerah Minimal 80%

Persentase Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan

Persentase Administrasi BMD yang
terpenuhi

Persentase Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan

Persentase Administrasi Umum
Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan

Persentase BMD Perangkat Daerah
yang terpenuhi

Persentase Kebutuhan Sarana Penunjang
Perkantoran yang Terpenuhi

Persentase BMD dalam kondisi baik

Indikator Output

Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan Kecamatan

Jumlah Orang yang menerima gaji dan
Tunjangan ASN



Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Kendaraan Dinasn
Operasional atau Lapangan

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan PerundangUndangan yang
Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi KunjungTamu

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan



Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



Persentase Capaian
Indeks Kepuasan Persentase Penurunan o
Masyarakat Gangguan Keamanan Kinerja Program
Y 58 Minimal 80%
Terwujudnya
Pelayanan Meningkatnya Terwujudnya Capain
Masyarakat yang Keamanan dan Kinerja Program
Berkualitas dan Ketertiban Minimal 80%
Kinerja Taktikal Sesuai Standart PK ESELON III
Meningkatnya
Indeks Kepuasan Persentase Penurunan . 5 . y.
Capaian Kinerja
Masyarakat Gangguan Keamanan
Program
P t P t C i P t Administrasi P t P t BMD P kat
ersentase Persentase Kelurahan . er.sen.ase .japalan ersentase Administrasi - . Persentase Administrasi 'e.rsen ?se ersentase erangid Persentase Kebutuhan Persentase BMD dalam
pelayanan yang _ Meningkatnya Keamanan Kinerja Kegiatan Keuangan Perangkat Persentase Administrasi . Administrasi Umum Daerah .
, dengan kategori _ : ) Kepegawaian Perangkat , Ketatalaksanaan yang kondisi baik
sesuai standar dan Ketertiban Perangkat Daerah Daerah Sesuai BMD yang terpenuhi . Perangkat Daerah yang terpenuhi .
berkembang . Daerah Sesuai Ketentuan ) Terpenuhi %
pelayanan Minimal 80% Ketentuan Sesuai Ketentuan

|

l l l [ l l l l l l \, i l [ l [ l [ i l l

Jumlah Laporan Capaian | | Jumlah Laporan Capaian

Jumlah Laporan Jumlah Orang yang . . o .
) o Kinerja dan lkhtisar Kinerja dan lkhtisar ,
Peningkatan Jumlah Dokumen mengikuti Fasilitasi, L L Jumlah Dokumen : : Jumlah Laporan Jumlah Laporan Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Gedung
- . . . Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Jumlah Orang yang Jumlah Paket Jumlah Paket Jumlah Paket Barang Jumlah Laporan Jumlah Laporan Jumlah Unit Kendaraan Jumlah Unit Peralatan . . . . Jumlah Peralatan dan
Efektivitas Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan _ ) Jumlah Laporan o Bahan Bacaan dan e _ , : _ Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Perorangan Dinas atau Operasional atau Lapangan , , Kantor dan Bangunan
. . . e dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Penatausahaan dan Mengikuti Sosialisasi Peralatan dan Peralatan Rumah Cetakan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dinas Operasional atau dan Mesin Lainnya . . L Mesin Lainnya yang .
Pelaksanaan Efektivitas Kegiatan (Bimtek,Sosialisasi, o o .. ey Penatausahaan Barang Peraturan . o L Komunikasi, Sumber Pelayanan Umum Kantor | |Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan - Lainnya yang
, , _ Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Pengujian/Verifikasi . Peraturan Perlengkapan Kantor Tangga yang Penggandaan yang KunjungTamu Rapat Koordinasi dan Lapangan yang yang Disediakan _ . - : ) Dipelihara . : .
Pelayanan kepada Pemerintahan di Konsultasi) Wawasan . . . o Milik Daerah pada SKPD . . L PerundangUndangan . . Daya Air dan Listrik yang yang yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Dipelihara/Direhabili
. . Laporan Capaian Kinerja | | Laporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD PerundangUndangan yang Disediakan Disediakan Disediakan . Konsultasi SKPD Disediakan .. .. . . .. .
Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kebangsaan dan . . . .. yang Disediakan Disediakan Disediakan dibayarkan Pajaknya Perizinannya tasi
_ _ dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi
Wilayah Kecamatan Ketahanan Nasional

Kinerja SKPD Kinerja SKPD




PEMERINTAHAN UMUM

Gangguan Keamanan

sesuai Penugasan
Kepala Daerah

Wawasan Kebangsaaan
dan Ketahanan Nasional

(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

NAMA PERANGKAT KECAMATAN
DAERAH : WONOASIH
SASARAN STRATEGIS TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB SUB KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN NAMA INDIKATOR SATUAN DEFINISI
OPERASIONAL
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Indeks PROGRAM Meningkatnya Indeks | Koordinasi Meningkatnya Persentase |Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Dokumen
Penyelenggaraan Pelayanan |Kualitas Pelayanan Publik di Kepuasan Masyarakat di |PENYELENGGARAAN Kepuasan Penyelenggaraan Kelurahan Kategori Kegiatan Pemerintahan di |Peningkatan Efektifitas
Publik Pemerintahan Penyelenggaraan Kecamatan Wonoasih Kecamatan Wonoasih PEMERINTAHAN DAN Masyarakat (IKM) Kegiatan berkembang Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di
Pelayanan Publik PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
di Kecamatan Tingkat Kecamatan
Wonoasih
Penyelenggaraan Meningkatnya Persentase |Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Laporan
Urusan pelayanan yang sesuai Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
Pemerintahan yang |Standart Pelayanan kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan
tidak dilaksanakan Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di
oleh unit kerja Wilayah Kecamatan
perangkat daerah
yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan
Wilayah Kecamatan (sub |kepada Masyarakat di
unit Wonoasih) Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan
Wilayah Kecamatan (sub |kepada Masyarakat di
unit Pakistaiji) Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan
Wilayah Kecamatan (sub |kepada Masyarakat di
unit Jrebeng Kidul) Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan
Wilayah Kecamatan (sub |kepada Masyarakat di
unit Sumber Taman) Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan
Wilayah Kecamatan (sub |kepada Masyarakat di
unit Kedung Asem) Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan
Wilayah Kecamatan (sub |kepada Masyarakat di
unit Kedunggaleng) Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Indeks PROGRAM Meningkatnya Penyelenggaraan Meningkatnya Persentase |Fasilitasi, Koordinasi dan |Jumlah Orang yang Orang
Kepuasan Masyarakat di |PENYELENGGARAAN Persentase Urusan Gangguan Keamanan yang |Pembinaan (Bimtek, Mengikuti Fasilitasi,
Kecamatan Wonoasih URUSAN penurunan Pemerintahan Umum |difasilitasi Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan

Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat di
Kecamatan Wonoasih

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/
KOTA

Terpenuhinya
Persentase Capaian
Kinerja Program
Minimal 80%

Perencanaan, Terpenuhinya Persentase [Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Laporan
Penganggaran, dan [Capaian Kinerja Kegiatan |Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Minimal |[Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Perangkat Daerah 80% Ikhtisar Realisasi Kinerja  |dan Laporan Hasil
Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD
Administrasi Meningkatnya Persentase |Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Orang/Bulan

Keuangan Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Sesuai
Ketentuan

Tunjangan ASN

menerima Gaji dan
Tunjangan ASN




Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Penguijian/Verifikasi
Keuangan Perangkat Keuangan SKPD
Daerah
Administrasi Barang [Meningkatnya Persentase [Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Laporan
Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik |Milik Daerah pada SKPD [Penatausahaan Barang
Perangkat Daerah Daerah Sesuai Ketentuan Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Meningkatnya Persentase |Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Orang
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian |Perundang-Undangan mengikuti Sosialisasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Peraturan Perundang-
undangan
Administrasi Umum [Meningkatnya Persentase [Penyediaan Peralatan dan |Jumlah Paket Peralatan Paket
Perangkat Daerah Administrasi Umum PD Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Sesuai Ketentuan yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Paket
Rumah Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Paket
Cetakan dan Penggandaan |Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Dokumen
Bacaan dan Peraturan |Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-Undangan
yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu |[Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan
Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan Laporan
Koordinasi dan Konsultasi |Penyelenggaraan
Perangkat Daerah Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang |Meningkatnya Persentase [Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Unit
Milik Daerah BMD Perangkat Daerah Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau
Penunjang Urusan |yang terpenuhi Lapangan Lapangan yang disediakan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan |Jumlah Unit Peralatan dan Unit
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
disediakan
Penyediaan Jasa Meningkatnya Persentase |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan
Penunjang Urusan  |Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya |Penyediaan Jasa
Pemerintahan Ketatalaksanaan yang Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
Daerah terpenuhi Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan
Pelayanan Umum Kantor |Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang|Meningkatnya Persentase [Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Unit
Milik Daerah BMD dalam kondisi baik Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Penunjang Urusan Pemeliharaan, dan Pajak [Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan
Daerah Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Unit
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan |Lapangan yang Dipelihara
Perizinan Kendaraan Dinas |dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Unit
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi |Jumlah Gedung Kantor Unit

Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

dan Bangunan Lainnya

yang
Dipelihara/Direhabilitasi




Ekspektasi Masyarakat

Mandat

Isu Strategis

Peningkatan kapasitas dan peran
serta masyarakat/kelompok
masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah "Membantu kepala
daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif"

Kurangnya akses untuk memperoleh pelayanan
peningkatan kemampuan dan ketrampilan
pelaku usaha kecil dan menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 tentang kecamatan "Bahwa Kecamatan memiliki
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di
tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan
urusan pemerintahan umum

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan

Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga
pemerintahan dan kemasyarakatan kelurahan

Rumusan Outcomes

Terwujudnya Kapasitas Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator

Persentase kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan




Outcomes Terwujudnya Kapasitas Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Ultimate
Persentase kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan

Outcome
CSF Indikator Intermediate Outcome
CSF 1 Meningkatnya peran serta kelompok dan lembaga Persentase peran serta kelompok dan lembaga
kemasyarakatan kemasyarakatan
CSF 2 CSF 2 Persentase/Nilai/Angka
CSF3 CSF 3 Persentase/Nilai/Angka
CSF4 CSF 4 Persentase/Nilai/Angka




CSF 1

Kondisi yang diperlukan

Meningkatnya peran serta kelompok dan lembaga
kemasyarakatan

Terwujudnya kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang
berperan serta aktif

Kondisi Antara CSF 1

Terwujudnya kelompok dan lembaga
kemasyarakatan yang berperan serta aktif

Kondisi yang diperlukan

Terwujudnya kelompok dan lembaga
kemasyarakatan yang berperan serta aktif

Kondisi yang diperlukan

Nomenklatur
Program

Pemberdayaan masyarakat Desa
dan Kelurahan

Kegiatan

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
Pemberberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan

Indikator
Indikator Intermediate Outcome

Persentase lembaga masyarakat yang
aktif

Indikator Immediate Outcome

Persentase kelompok dan lembaga
kemasyarakatan yang difasilitasi

Persentase kelompok dan lembaga
kemasyarakatan yang difasilitasi

Indikator Output

Peningkatan Partisipasi masyarakat jymiah lembaga kemasyarakatan

dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di
kelurahan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan

Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan

yang berpartisipasi dalam forum
musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana
kelurahan yang terbangun

Jumlah pokmas dan ormas yang
melaksanakan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan

Jumlah lembaga kemasyarakatan
yang ditingkatkan kapasitasnya



Kinerja Taktikal

Persentase peran
serta kelompok
dan lembaga
kemasyarakatan

l

Terwujudnya
kelompok dan
lembaga
kemasyarakatan
yang berperan
serta

Persentase
peningkatan
lembaga

masyarakat yang
aktif

l

Persentase
kelompok dan
lembaga
kemasyarakatan
yang difasilitasi

Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
berpartisipasi dalam
forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kelurahan

Jumlah sarana dan
prasarana kelurahan
yang terbangun

Jumlah pokmas dan
ormas yang
melaksanakan
pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan

Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
ditingkatkan
kapasitasnya

PK ESELON III




NAMA PERANGKAT DAERAH :

KECAMATAN WONOASIH

SASARAN STRATEGIS TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB SUB KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN NAMA INDIKATOR SATUAN DEFINISI
OPERASIONAL
Meningkatnya Cakupan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kelompok [PROGRAM Meningkatnya Pemberdayaan Meningkatnya Persentase |Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga LKK
Perlindungan Sosial Masyarakat |Cakupan Kemampuan dan Lembaga PEMBERDAYAAN Lembaga Masyarakat [Lembaga Kelompok dan Lembaga |Lembaga Kemasyarakatan |[Kemasyarakatan yang
Pemberdayaan Kelompok dan Kemasyarakatan yang MASYARAKAT DESA Yang Aktif Kemasyarakatan Kemasyarakatan Ditingkatkan Kapasitasnya
Masyarakat di Lembaga difasilitasi DAN KELURAHAN Tingkat Kecamatan |Kelurahan yang difasilitasi
Kecamatan Kemasyarakatan
Wonoasih

Kegiatan
Pemberdayaan
Kelurahan

Meningkatnya Persentase
Kelompok dan Lembaga
Kemasyarakatan
Kelurahan yang
diberdayakan

Pembangunan Sarana dan |Jumlah Sarana dan Unit
Prasarana Kelurahan ( Sub |Prasarana Kelurahan yang
unit Kelurahan Wonoasih) |Terbangun
Pembangunan Sarana dan Unit
Prasarana Kelurahan (sub
unit Kelurahan Pakistaji)
Pembangunan Sarana dan Unit
Prasarana Kelurahan (sub
unit Kelurahan Jrebeng
Kidul)
Pembangunan Sarana dan Unit
Prasarana Kelurahan (sub
unit Kelurahan Sumber
Taman)
Pembangunan Sarana dan Unit
Prasarana Kelurahan (sub
unit Kelurahan Kedung
Asem)
Pembangunan Sarana dan Unit
Prasarana Kelurahan (sub
unit Kelurahan
Kedunggaleng)
Pemberdayaan Masyarakat|Jumlah Pokmas dan Pokmas/Orm
Di Kelurahan (sub unit Ormas yang as
Kelurahan Wonoasih) Melaksanakan

Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat|Masyarakat di Kelurahan |Pokmas/Orm
Di Kelurahan (sub unit as
Kelurahan Pakistaji)
Pemberdayaan Masyarakat Pokmas/Orm
Di Kelurahan (sub unit as
Kelurahan Jrebeng Kidul)
Pemberdayaan Masyarakat Pokmas/Orm
Di Kelurahan (sub unit as
Kelurahan Sumber Taman)
Pemberdayaan Masyarakat Pokmas/Orm
Di Kelurahan (sub unit as
Kelurahan Kedung Asem)
Pemberdayaan Masyarakat Pokmas/Orm
Di Kelurahan (sub unit as
Kelurahan Kedunggaleng)
Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga LKK

Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan (sub unit
Wonoasih)

Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di




Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan (sub unit
Pakistaiji)

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan (sub unit
Jrebeng Kidul)

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan (sub unit
Sumber Taman)

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan (sub unit
Kedung Asem)

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan (sub unit
Kedung Kedung Galeng)

Kelurahan

LKK

LKK

LKK

LKK

LKK




